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ABSTRAK

MODEL PENINGKATAN KINERJA DPRD PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM PENYAMPAIAN DAN PENYERAPAN
ASPIRASI PUBLIK

Karya Tulis [lmiah Berupa Disertasi

Muhammad Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, dibimbing oleh Prof.Dr.Kiagus Muhammad
Sobri, M.Si, Dr. Andries Lionardo, M.Si dan Dr. Raniasa Putra,S.IP, M.Si
X + 410 Halaman + 52 Tabel + 37 Gambar

Penelitian ini mengukur kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam
penyampaian dan penyerapan aspirasi publik, khususnya dalam fungsi penyusunan
peraturan, penganggaran, dan pengawasan politik. Menggunakan pendekatan mixed
methods dengan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini mengukur kinerja DPRD
berdasarkan model input-output, di mana inputnya adalah laporan dan usulan masyarakat,
sementara output diukur dari kualitas hasil legislatif, keputusan anggaran, dan
rekomendasi pengawasan. Pendekatan teori New Public Management (NPM) diterapkan
untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas DPRD dalam merespons aspirasi
publik. Fokus penelitian mencakup 10 daerah pemilihan di Provinsi Sumatera Selatan dan
studi komparatif di tiga wilayah yaitu Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan
Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teknik Composite
Indicator untuk mengukur kinerja DPRD. Teknik ini menggabungkan berbagai indikator
kinerja menjadi satu ukuran agregat dengan memberikan bobot pada setiap indikator
berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan metode ini, penelitian dapat menghasilkan
satu nilai agregat yang menggambarkan secara menyeluruh kinerja DPRD dalam
menjalankan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan, serta responsivitasnya
terhadap aspirasi publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPRD telah berupaya
mengakomodasi aspirasi masyarakat, responsivitas Pemerintah Daerah terhadap usulan
DPRD masih rendah dan dikategorikan tidak akomodatif dalam menyerap aspirasi publik.
DPRD telah menunjukkan kinerja yang aspiratif dalam legislasi, anggaran, pengawasan
namun kendala utama terletak pada kurangnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif,
serta rendahnya tindak lanjut terhadap aspirasi publik. Selain itu, pengawasan DPRD
terbatas pada transparansi dan partisipasi publik yang kurang optimal. Untuk mengatasi
masalah tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan Model Public Participation-
Based Aspirational Performance (PPAP), yang berfokus pada peningkatan partisipasi
publik dalam evaluasi kinerja DPRD.

Model ini mengintegrasikan prinsip NPM seperti transparansi, akuntabilitas, dan
responsivitas untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. PPAP menilai
sejauh mana kebijakan DPRD mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mengukur
efektivitas pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Diharapkan, dengan
penerapan model inikoordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan,
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sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
berdampak positif bagi pembangunan daerah.

Kata Kunci: Kinerja DPRD, Aspirasi Publik, New Public Management, Legislasi,
Pengawasan, dan Anggaran

Menyetujui :

Promotor
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ABSTRACT

A MODEL FOR IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE SOUTH SUMATRA
PROVINCIAL LEGISLATIVE COUNCIL IN THE DELIVERY AND ABSORPTION OF
PUBLIC ASPIRATIONS

Scientific Paper in the Form of Dissertation

Muhammad Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, supervised by Prof.Dr.Kiagus Muhammad Sobri,
M.Si, Dr. Andries Lionardo, M.Si and Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
x + 410 pages + 52 tables + 37 figures

This study measures the performance of the South Sumatra Provincial DPRD in
delivering and absorbing public aspirations, especially in the functions of drafting regulations,
budgeting, and political supervision. Using a mixed methods approach with a descriptive research
type, this study measures the performance of the DPRD based on an input-output model, where
inputs are reports and proposals from the public. In contrast, the quality of legislative outcomes,
budget decisions, and supervisory recommendations measures outputs. A New Public
Management (NPM) theoretical approach is applied to assess the efficiency, effectiveness, and
accountability of DPRDs in responding to public aspirations. The research focuses on 10 electoral
districts in South Sumatra Province and a comparative study in three regions: Palembang City,
Banyuasin Regency, and Ogan Ilir Regency in 2023. This research uses the Composite Indicator
technique to measure DPRD performance. This technique combines various performance
indicators into one aggregate measure by assigning weights to each indicator based on its level of
importance. Using this method, the research produced an aggregate score that describes the
overall performance of the DPRD in carrying out its legislative, budgeting, and supervisory
functions, as well as its responsiveness to public aspirations.

The results show that although DPRDs have tried to accommodate the aspirations of the
public, the responsiveness of local governments to DPRD proposals is still low and categorized
as unaccommodating in absorbing public ambitions. DPRDs have demonstrated aspirational
performance in legislation, budgeting, and supervision. Still, the main obstacle lies in the lack of
coordination between the legislature and the executive and the low follow-up to public
aspirations. In addition, DPRD supervision is limited to transparency, and public participation is
less than optimal. To address these issues, this research proposes the application of the Public
Participation-Based Aspirational Performance (PPAP) Model, which focuses on increasing
public participation in the evaluation of DPRD performance.The model integrates NPM principles
such as transparency, accountability, and responsiveness to improve policy effectiveness. PPAP
assesses the extent to which DPRD policies reflect the needs of the community and measures the
effectiveness of monitoring the implementation of these policies. Implementing this model will
improve coordination between DPRDs and local governments so that policies are more in line
with the needs of the community and positively impact regional development.

Keywords: DPRD Performance, Public Aspirations, New Public Management, Legislation,
Monitoring and Budgeting
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Administrasi publik merupakan fondasi utama dalam pengelolaan kebijakan dan
layanan publik, di mana tata kelola yang efektif menjadi kunci keberhasilan
pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, New Public Management (NPM) muncul
sebagai paradigma reformasi yang berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas dalam sektor publik. Pendekatan NPM menekankan prinsip-prinsip
manajemen swasta, seperti desentralisasi, pengukuran kinerja, dan penggunaan
mekanisme pasar untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Bogt, 2008; Bogt et al.,
2015). NPM menjeleskan hasil kinerja menjadi prioritas utama, di mana pemerintah
diharapkan untuk mengalokasikan sumber daya berdasarkan pencapaian hasil yang dapat
diukur daripada sekadar mematuhi prosedur administratif yang kaku (Sarker, 2006;
Polidano & Hulme, 1999)

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan NPM sering kali menghadapi
tantangan signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Faktor politik, hukum, dan
organisasi sering kali membatasi efektivitas implementasi NPM, di mana kapasitas
administratif yang terbatas serta ketidakselarasan nilai ekonomi dan sosial membuat
penerapan NPM sulit dicapai secara optimal (Ashraf & Uddin, 2016). Selain itu, ada
kekhawatiran bahwa fokus berlebihan pada efisiensi dapat mengorbankan nilai-nilai
penting lain, seperti transparansi dan partisipasi publik, yang merupakan elemen kunci
dalam akuntabilitas demokratis(Barberis, 1998). Di banyak organisasi publik, resistensi
terhadap perubahan manajerial yang diperkenalkan oleh NPM sering kali terjadi, di mana
reformasi ini bertentangan dengan struktur dan budaya yang telah mengakar kuat dalam
birokrasi(Broadbent et al., 2001). Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan NPM
tidak hanya bergantung pada penerapan prinsip-prinsip manajerial, tetapi juga pada
kemampuan untuk menyesuaikan reformasi ini dengan konteks lokal, baik secara politik
maupun budaya (Tom Christensen & Legreid, 2001). Jika penyesuaian ini tidak
dilakukan, maka reformasi NPM dapat menghasilkan dampak yang kontraproduktif,
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termasuk menurunnya kualitas layanan publik dan hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintahan (Lorenz, 2012)Oleh karena itu, meskipun NPM menawarkan
potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi publik, keberhasilannya sangat
bergantung pada pengelolaan yang kontekstual dan berfokus pada keseimbangan antara
efisiensi ekonomi dan akuntabilitas publik (Russell et al., 1999). Negara-negara yang
ingin menerapkan NPM harus mempertimbangkan konteks spesifiknya, termasuk
kemampuan administrasi dan kondisi sosial-politik, agar reformasi yang dihasilkan dapat
membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat (Sarker, 2006; Polidano &
Hulme, 1999)

Di banyak organisasi publik, resistensi terhadap perubahan manajerial yang
diperkenalkan oleh New Public Management (NPM) sering kali terjadi karena reformasi
tersebut bertentangan dengan struktur dan budaya yang telah mengakar kuat dalam
birokrasi (Broadbent et al., 2001). Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan NPM
tidak hanya bergantung pada penerapan prinsip-prinsip manajerial, tetapi juga pada
kemampuan untuk menyesuaikan reformasi ini dengan konteks lokal, baik secara politik
maupun budaya (Tom Christensen & Lagreid, 2001). Di Indonesia, pendekatan legislatif
perlu dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama yang menghambat efektivitas
reformasi di sektor publik, termasuk permasalahan struktural seperti birokrasi yang kaku
dan rendahnya kapasitas organisasi untuk merespons perubahan (Arellano-Gault & Gil-
Garcia, 2004).

Kegagalan sering terjadi karena aktor dalam organisasi publik tidak mampu
menanggapi reformasi yang diusulkan secara efektif, termasuk dalam manajemen kinerja
legislatif (Ashraf & Uddin, 2016). Tanpa penyesuaian terhadap konteks lokal, reformasi
NPM dapat menghasilkan dampak kontraproduktif, seperti menurunnya kualitas layanan
publik dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Lorenz, 2012). Oleh
karena itu, meskipun NPM menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi,
keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan kontekstual yang menyeimbangkan
efisiensi ekonomi dengan akuntabilitas publik (Russell et al., 1999).Negara-negara yang
ingin menerapkan NPM harus mempertimbangkan kemampuan administratif dan kondisi
sosial-politik untuk memastikan bahwa reformasi tersebut dapat menghasilkan dampak

positif dan berkelanjutan bagi masyarakat (Sarker, 2006; Polidano & Hulme, 1999)
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Setelah permasalahan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan riset
dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). Pemerintah dan DPR perlu
melakukan penelitian mendalam terkait implementasi kinerja legislatif di sektor publik
Indonesia, dengan memahami bagaimana aktor organisasi merespons reformasi yang
diusulkan (Nerreklit et al., 2017). Penelitian ini mencakup kajian empiris, baik secara
kualitatif maupun kuantitatif, guna mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural yang
dihadapi (Russell et al., 1999).Konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk
masyarakat, tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan
memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan nyata.

RUU yang diusulkan harus berlandaskan pada nilai-nilai transparansi dan
akuntabilitas. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja
legislasi, tetapi juga pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan hasil nyata bagi
warga(Broadbent et al., 2001). Transparansi dalam pelaksanaan kinerja legislasi harus
ditingkatkan agar masyarakat dapat menilai dampak langsung dari kebijakan yang
diterapkan (Piotrowski & Rosenbloom, 2002). Di samping itu, perlu adanya mekanisme
yang memungkinkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan terkait
prioritas pembangunan (Kartalis et al., 2016). Tahap berikutnya adalah membawa RUU
ke DPR untuk dibahas dan disetujui. Pada tahap ini, DPR perlu mengadakan diskusi
mendalam mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut(Bogt, 2008; Bogt et
al., 2015). Komisi DPR yang relevan dapat mengadakan rapat dengar pendapat (RDP)
dengan para pakar, LSM, dan perwakilan masyarakat untuk memastikan bahwa reformasi
yang diajukan akan memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya pada aspek kinerja
internal birokrasi (Ashraf & Uddin, 2016).

Uji publik menjadi langkah krusial dalam proses ini untuk mendapatkan masukan
langsung dari masyarakat terkait substansi kebijakan.Setelah disahkan, implementasi
undang-undang menjadi tahap berikutnya. Kementerian atau lembaga yang bertanggung
jawab perlu memastikan bahwa reformasi berjalan efektif melalui pelatihan dan
penguatan kapasitas pegawai publik (Sarker, 2006; Polidano & Hulme, 1999). Pegawai
perlu dibekali dengan kemampuan untuk menerapkan kinerja legislasi yang berfokus
pada pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas

(Sarker, 2006; Polidano & Hulme, 1999). Selain itu, pengawasan partisipatif perlu
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dilakukan, misalnya dengan menyediakan laporan keterbukaan informasi terkait
pelaksanaan program pemerintah dan pelaksanaan kebijakan (Bogt, 2008; Bogt et al.,
2015). Evaluasi dan revisi kebijakan menjadi langkah terakhir yang penting dalam siklus
legislasi. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk menilai apakah kinerja legislasi yang
diterapkan sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh masyarakat (Neorreklit et al., 2017).

Permasalahan utama yang sering muncul di DPRD Sumsel adalah kurangnya
keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta minimnya perhatian
terhadap dampak sosial dari kebijakan yang dihasilkan. Selama ini, proses legislasi lebih
banyak berfokus pada aspek efisiensi administratif dan prosedural, namun sering kali
mengabaikan kebutuhan nyata warga setempat. Hal ini menyebabkan kebijakan yang
dihasilkan cenderung tidak sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat, serta
mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Untuk mengatasi
masalah ini, DPRD Sumsel perlu memperkuat pendekatan yang lebih berorientasi pada
hasil nyata, di mana kebijakan yang dirumuskan tidak hanya memenuhi persyaratan
prosedural, tetapi juga membawa dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat.

Dengan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan
keputusan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan, DPRD dapat memastikan
bahwa aspirasi warga menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan publik.
Partisipasi masyarakat yang lebih aktif akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih
relevan dan solutif terhadap masalah sosial yang dihadapi di tingkat lokal. Selain itu,
keterlibatan publik secara langsung juga dapat meningkatkan akuntabilitas dari para
pengambil kebijakan, karena masyarakat dapat menilai apakah keputusan yang diambil
sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.Pendekatan yang mendorong transparansi
dan akuntabilitas dalam setiap proses legislasi sangatlah penting, terutama di era modern
di mana tuntutan terhadap keterbukaan informasi semakin tinggi. DPRD Sumsel perlu
memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak yang jelas dan terukur
bagi masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi target administratif. Setiap kebijakan
yang disusun harus dievaluasi berdasarkan hasil nyata yang dirasakan oleh warga,
sehingga pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian atau perbaikan jika

diperlukan. Kebijakan yang hanya berfokus pada pencapaian administratif tanpa
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mempertimbangkan dampak sosial berisiko menjadi kebijakan yang tidak efektif dan
kurang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada capaian kinerja lembaga dprd

provinsi sumsel tahun 2019 -2023 sebagai berikut.

Tabel 1. 1. Capaian Kinerja Lembaga DPRD Provinsi Sumsel Tahun 2019 -2023

Perda Rencana Perda
Inisiatif Tereal | Perda Provinsi | Terealisa .
Tahun S . Provinsi Keterangan
DPRD isasi Sumsel Si Sumsel
Provinsi
3 Perda Habis Masa
2019 0 0 8 5 0 Berlakunya & Kaji
Ulang
2020 0 0 14 14 0 -
3 Perda Inisiatif dan
Provinsi DPRD
2021 5 2 12 9 6 Provinsi Belum
Terealisasi
2022 0 0 0 0 0
2023 4 0 7 0 0 B

Sumber: Dokumen Bagian Persidangan dan Legislasi Setretariat DPRD Provinsi Sumsel, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat beberapa tantangan signifikan dalam kinerja
legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019 hingga 2023. Tantangan
ini berkaitan dengan ketidaksinkronan antara rencana dan realisasi Perda, ketiadaan
otoritas tunggal dalam pengelolaan regulasi, serta lemahnya evaluasi terhadap regulasi
yang dihasilkan. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep New Public Management
(NPM), yang menekankan pentingnya efisiensi, hasil yang terukur, serta akuntabilitas
melalui mekanisme kontrol kinerja.

Pada tahun 2019, terdapat 8 Perda Provinsi yang direncanakan, namun hanya 5
yang terealisasi, sementara 3 Perda lainnya habis masa berlakunya dan harus dikaji ulang.
Tidak adanya inisiatif Perda dari DPRD Provinsi yang terealisasi pada tahun ini
menunjukkan lemahnya efisiensi dan efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi
legislasinya, di mana seharusnya mereka mampu merumuskan kebijakan yang selaras
dengan kebutuhan masyarakat. Kegagalan dalam merealisasikan inisiatif ini
mencerminkan kelemahan dalam manajemen kinerja, karena tidak ada mekanisme yang
jelas untuk mengkaji dan memperbarui regulasi yang telah habis masa berlakunya. Prinsip

NPM yang menekankan akuntabilitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil tidak tercapai,
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karena DPRD gagal memenuhi target legislasi yang seharusnya dapat diukur dan
dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2020, meskipun ada peningkatan dalam hal realisasi Perda Provinsi, di
mana seluruh 14 Perda yang direncanakan berhasil direalisasi, tidak ada satu pun Perda
inisiatif dart DPRD yang terealisasi. Meskipun eksekutif aktif dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan, kinerja DPRD masih belum optimal dalam menghasilkan
inisiatif-inisiatif legislatif yang seharusnya mencerminkan aspirasi publik. Dari perspektif
NPM, ini menunjukkan ketidakefisienan dalam memaksimalkan peran legislatif, di mana
akuntabilitas kinerja legislatif yang seharusnya diukur berdasarkan output yang jelas tidak
tercapai.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah Perda inisiatif dari DPRD, dengan 5
inisiatif yang diajukan, namun hanya 2 yang terealisasi. Sementara itu, dari 12 Perda
Provinsi yang direncanakan, hanya 9 yang berhasil direalisasi. Hal ini mengindikasikan
adanya ketidaksinkronan antara perencanaan legislatif dan eksekutif, yang menyebabkan
beberapa Perda inisiatif dan Perda Provinsi tidak dapat direalisasikan sesuai rencana.
Ketidaksinkronan ini menjadi tantangan besar dalam kerangka NPM, di mana koordinasi
dan efisiensi antar-lembaga seharusnya dapat dimaksimalkan untuk memastikan bahwa
hasil kinerja yang terukur dapat dicapai.

Pada tahun 2022, tidak ada satu pun Perda yang direncanakan atau terealisasi, baik
dari DPRD Provinsi maupun Provinsi Sumsel. Hal ini mencerminkan lemahnya
manajemen kinerja di tingkat legislatif, di mana tidak ada kebijakan yang dihasilkan
untuk merespons kebutuhan masyarakat. Dari perspektif NPM, ketidakaktifan ini
bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, karena menunjukkan tidak
adanya hasil yang diukur atau dipertanggungjawabkan. Ketiadaan aktivitas legislasi ini
mencerminkan kegagalan dalam memastikan bahwa fungsi legislatif berjalan sesuai
dengan standar kinerja yang diharapkan.

Pada tahun 2023, meskipun terdapat rencana untuk menghasilkan 4 Perda inisiatif
dari DPRD dan 7 Perda Provinsi, tidak ada satu pun yang terealisasi. Kegagalan ini
mengindikasikan lemahnya pengelolaan kinerja legislatif dan kurangnya tindak lanjut
terhadap perencanaan yang telah dibuat. Dalam kerangka NPM, hal ini menunjukkan

kegagalan dalam mencapai efisiensi dan hasil yang terukur, di mana DPRD dan
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pemerintah daerah tidak berhasil merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan. Untuk
meningkatkan kinerja legislatif, perlu adanya mekanisme yang lebih baik dalam
mengukur hasil kinerja, meningkatkan efisiensi perencanaan, dan memastikan bahwa
kebijakan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak
nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019-
2023 menunjukkan adanya tantangan serius dalam hal efisiensi, akuntabilitas, dan
pencapaian hasil yang terukur. Prinsip-prinsip NPM menekankan pentingnya manajemen
kinerja yang baik, di mana hasil legislatif harus dapat diukur, dipertanggungjawabkan,
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, DPRD perlu melakukan evaluasi
terhadap kinerja legislatif mereka serta memastikan bahwa perencanaan dan realisasi

kebijakan dapat berjalan secara sinkron dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip NPM.

Tabel 1. 2. Aspirasi Masyarakat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

Tahun Reses Demontrasi Audiensi Ditindaklanjuti Tidak ditindaklanjuti
2019 1 20 5 25 0
2020 3 10 6 16 0
2021 3 19 19 38 0
2022 3 21 11 32 0
2023 3 17 11 28 0
2024 1 9 2 11 0

Sumber: Dokumen Sub Bagian Aspirasi dan Pelayanan Masyarakat DPRD Provinsi Sumsel, 2024

Berdasarkan data aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Provinsi
Sumatera Selatan dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat beberapa pola dalam proses
penyampaian dan penyerapan aspirasi publik. Data ini menunjukkan bagaimana aspirasi
masyarakat dikomunikasikan melalui berbagai saluran seperti reses/kunker, demonstrasi,
e-aspirasi, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP), serta bagaimana aspirasi tersebut
ditindaklanjuti atau tidak oleh DPRD. Dalam kerangka New Public Management (NPM),
kinerja legislatif diukur melalui efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan,
di mana pencapaian hasil yang jelas dan terukur sangat penting.

Pada tahun 2019, terdapat total 26 aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui
reses/kunker, demonstrasi, dan RDP, dengan 25 aspirasi ditindaklanjuti dan tidak ada

yang tidak ditindaklanjuti. Meskipun jumlah reses yang dilakukan hanya satu, ada 20
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aspirasi yang muncul melalui demonstrasi, mengindikasikan bahwa demonstrasi masih
menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka. Tidak
adanya aspirasi yang disampaikan melalui e-aspirasi menunjukkan rendahnya efisiensi
dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi publik, yang
menjadi salah satu fokus NPM dalam mendorong penggunaan teknologi untuk
meningkatkan efisiensi kerja dan responsivitas.

Pada tahun 2020, meskipun terjadi peningkatan jumlah reses dan aspirasi yang
disampaikan melalui demonstrasi, secara total ada penurunan aspirasi yang diterima
dibandingkan dengan tahun 2019. Dari 16 aspirasi yang ditindaklanjuti, sebagian besar
berasal dari reses/kunker dan demonstrasi, sementara RDP tetap digunakan lebih sedikit.
Dalam konteks NPM, penurunan partisipasi melalui platform seperti e-aspirasi
menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas
dalam penggunaan teknologi untuk memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan
pemerintah. Efisiensi yang diharapkan dari platform digital seperti e-aspirasi belum
tercapai, dan hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan
kinerja legislatif melalui saluran digital.

Pada tahun 2021, terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah aspirasi yang diterima
melalui RDP serta peningkatan dalam aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi,
dengan total 61 aspirasi yang ditindaklanjuti. Peningkatan penggunaan RDP
menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja DPRD dalam merespons kebutuhan
masyarakat, sesuai dengan prinsip NPM yang menekankan pentingnya hasil yang dapat
diukur. Meskipun jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti meningkat, efisiensi dalam
penyerapan aspirasi melalui reses tetap sama, mengindikasikan bahwa beberapa saluran
masih kurang optimal digunakan. Namun, tidak adanya aspirasi yang tidak ditindaklanjuti
pada tahun ini menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas kinerja legislatif.

Pada tahun 2022 dan 2023, pola serupa terlihat di mana aspirasi melalui
demonstrasi tetap dominan, sementara RDP digunakan sebagai salah satu saluran utama.
Di kedua tahun ini, lebih dari 28 aspirasi ditindaklanjuti, menunjukkan tingkat tanggapan
yang relatif baik oleh DPRD. Namun, tantangan tetap ada dalam meningkatkan
penggunaan e-aspirasi sebagai saluran yang lebih modern dan efisien untuk

menyampaikan aspirasi publik. Dalam kerangka NPM, efisiensi dalam proses

Universitas Sriwijaya



pengambilan keputusan sangat penting, dan data menunjukkan bahwa DPRD belum
berhasil sepenuhnya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam
menyerap aspirasi masyarakat.

Pada tahun 2024, meskipun data hanya mencakup sebagian tahun, terlihat adanya
penurunan drastis dalam jumlah reses, aspirasi melalui demonstrasi, dan penggunaan
RDP. Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti juga jauh lebih rendah dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk
masalah internal di DPRD atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap
mekanisme yang ada untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam konteks New Public
Management (NPM), penurunan drastis ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja
legislatif dalam merespons kebutuhan masyarakat. NPM menekankan pentingnya
efisiensi dan akuntabilitas dalam penyampaian hasil, serta kecepatan dalam merespons
dinamika publik. Ketidakmampuan DPRD untuk secara efektif menangani dan
menindaklanjuti aspirasi publik pada tahun 2024 dapat menunjukkan lemahnya
implementasi prinsip NPM, di mana kinerja yang terukur, efisien, dan responsif menjadi
pilar utama.

Berdasarkan penelitian yang ada, terlihat adanya kesenjangan dalam penerapan
prinsip-prinsip NPM di sektor legislatif, khususnya terkait dengan penyampaian dan
penyerapan aspirasi publik oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kinerja legislatif yang
diukur dari penyerapan aspirasi publik, penindaklanjutan aspirasi, serta efektivitas
saluran komunikasi, memperlihatkan tantangan dalam aspek efisiensi, responsivitas, dan
akuntabilitas. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat
melalui berbagai mekanisme seperti reses, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan
demonstrasi, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa aspirasi
tersebut ditindaklanjuti secara memadai dan efisien.

Dalam kerangka NPM, kinerja DPRD seharusnya ditingkatkan melalui
pemanfaatan teknologi, peningkatan koordinasi antara berbagai saluran komunikasi, serta
akuntabilitas yang lebih tinggi terhadap hasil yang dihasilkan dari proses legislasi. DPRD
perlu mendorong penggunaan platform digital seperti e-aspirasi, yang memungkinkan
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara lebih mudah dan cepat. Dengan

demikian, DPRD dapat meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan,
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memperbaiki respons terhadap kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan
kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Meskipun ada wupaya untuk
meningkatkan penyerapan aspirasi publik oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan,
tantangan signifikan masih ada dalam hal efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas,
terutama dalam penerapan prinsip-prinsip NPM. DPRD perlu beradaptasi dengan
teknologi modern dan memperkuat mekanisme penindaklanjutan aspirasi untuk mencapai
kinerja yang lebih baik sesuai dengan tuntutan publik dan standar kinerja yang ditetapkan
dalam kerangka NPM.

Moynihan (2008), Bouckaert & Halligan (2007), Ferlie et al., (2005) menegaskan
bahwa akuntabilitas dan pengelolaan kinerja publik yang transparan adalah elemen
esensial dalam mencapai efektivitas administrasi publik. Sistem kinerja yang terukur dan
akuntabel memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui hasil yang
jelas. Dalam konteks DPRD Sumatera Selatan, meskipun data menunjukkan adanya
penyerapan aspirasi masyarakat, platform digital seperti e-aspirasi belum dimanfaatkan
secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan prinsip-prinsip
administrasi publik modern, khususnya dalam penggunaan teknologi untuk
meningkatkan partisipasi publik dan efektivitas legislasi (Bouckaert & Halligan, 2008;
Ferlie et al., 2005)

Selain itu, penelitian Nerreklit et al., (2017) dan Durman (2020) menekankan
bahwa keberhasilan organisasi publik sangat bergantung pada kemampuan aktor birokrasi
untuk mengintegrasikan fakta, nilai, dan komunikasi dalam pengambilan keputusan.
Dalam kasus Sumatera Selatan, meskipun mekanisme seperti Rapat Dengar Pendapat
(RDP) dan demonstrasi sering digunakan, banyak aspirasi masyarakat tidak
ditindaklanjuti secara konsisten. Ini menandakan kurangnya keselarasan antara harapan
publik dan tindakan legislatif, yang secara langsung memengaruhi efisiensi kinerja
DPRD. Dari perspektif administrasi publik, kelemahan ini menunjukkan bahwa sistem
kinerja belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas dan
hasil yang nyata (Durman, 2020; Nerreklit et al., 2017)

Penelitian Pidd (2012)dan de Bruijn, (2007)lebih lanjut memperkuat pentingnya
pengambilan keputusan berbasis bukti dalam administrasi publik. Di DPRD Sumsel,

meskipun ada penyerapan aspirasi melalui berbagai saluran, tindak lanjut terhadap
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aspirasi tersebut fluktuatif setiap tahunnya, mencerminkan lemahnya sistem evaluasi
kinerja. Prinsip-prinsip administrasi publik yang berfokus pada efisiensi dan pengambilan
keputusan berbasis data tidak diterapkan secara optimal. Kurangnya konsistensi ini
menciptakan masalah dalam proses legislasi, yang seharusnya berorientasi pada
pencapaian hasil yang dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan (de Bruijn, 2007;
Pidd, 2012)

Selain itu, penelitian Lorenz, (2012) dan Dunleavy et al., (2006) menunjukkan
bahwa reformasi sektor publik sering kali gagal ketika konteks lokal tidak
dipertimbangkan. Dalam kasus DPRD Sumatera Selatan, banyak aspirasi yang tidak
direspon dengan baik, mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara ekspektasi
masyarakat dan kebijakan yang dihasilkan. Dari sudut pandang administrasi publik, hal
ini merupakan bukti nyata bahwa proses reformasi kinerja legislatif belum dirancang
untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat secara efektif. Kegagalan ini mengarah pada
ketidakefisienan dalam mencapai hasil yang dapat diukur, yang seharusnya menjadi fokus
dalam kerangka New Public Management (NPM) (Dunleavy et al., 2006; Lorenz, 2012).

Selain itu, kegagalan dalam merespon aspirasi publik dengan baik menunjukkan
bahwa sistem pengelolaan kinerja di DPRD Sumsel masih jauh dari optimal. Di bawah
prinsip-prinsip NPM, efisiensi, akuntabilitas, dan hasil yang dapat diukur merupakan
fondasi utama bagi keberhasilan organisasi publik. Namun, ketika evaluasi kinerja tidak
dilakukan secara konsisten atau tidak ada sistem yang terstruktur untuk menindaklanjuti
aspirasi publik, sulit bagi DPRD untuk mencapai standar kinerja yang diharapkan.
Kegagalan ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif,
tetapi juga menciptakan kesenjangan besar dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat
merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks administrasi publik, penting untuk
mengembangkan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih efektif, di mana setiap
keputusan legislatif dapat dinilai berdasarkan hasil nyata dan dampak yang dihasilkan
bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun banyak penelitian telah menyoroti pentingnya
akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam
meningkatkan kinerja sektor publik, realitas di DPRD Sumatera Selatan menunjukkan

bahwa prinsip-prinsip ini belum diterapkan secara konsisten. Dari sudut pandang
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administrasi publik, ada kesenjangan besar dalam penerapan sistem evaluasi,
pemanfaatan teknologi digital, dan efektivitas proses legislasi. Masih banyak hal yang
harus diperbaiki untuk memastikan bahwa proses legislasi tidak hanya bersifat reaktif
terhadap aspirasi masyarakat, tetapi juga dapat diukur hasilnya dengan jelas dan
akuntabel. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut
diperlukan untuk memahami bagaimana reformasi kinerja legislatif dapat dirancang
ulang agar lebih berfokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan hasil yang dapat diukur sesuai
dengan prinsip-prinsip NPM dalam administrasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam model
peningkatan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam proses legislasi, dengan
fokus pada bagaimana memperkuat sistem legislasi yang lebih efisien, akuntabel, dan
berorientasi pada hasil nyata. Salah satu aspek utama yang akan dieksplorasi adalah
bagaimana memperluas partisipasi publik melalui integrasi teknologi digital dan
pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi signifikan dalam membangun sistem administrasi publik yang
lebih responsif dan efektif, yang tidak hanya berorientasi pada penyusunan kebijakan,
tetapi  juga mampu menghasilkan dampak yang terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip NPM yang menekankan pada efisiensi dan
akuntabilitas kinerja legislatif akan menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi
yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam proses legislasi saat ini. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi upaya
reformasi legislasi yang lebih terukur, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.
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1.2 Penelitian yang Pernah Dilakukan

13

Untuk lebih memperjelas kajian mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan perbedaan dengan penulisan ini

dapat dipaparkan pada uraian berikut ini :

Tabel 1. 3. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya

kelembagaan.

No Penulis Tahun Konsep/Teori Hasil Penelitian Metode Manfaat Perbedaan
Penelitian
1. Barberis 1998 NPM & NPM memperburuk Analisis Mengungkap perlunya | Fokus pada
Akuntabilitas | kesenjangan Teoritis rekonstruksi dampak NPM
akuntabilitas antara akuntabilitas dalam
tanggung jawab tradisional agar sesuai | memperluas
administratif dan dengan prinsip NPM | celah
realitas di sektor publik akuntabilitas  di
penerapannya di sistem
lapangan. administrasi
publik yang
terpusat.
2. | Russell etal | 1999 NPM di Sektor | Reformasi NPM di | Studi Kasus | Menunjukkan Berfokus  pada
Kesehatan sektor kesehatan | Empiris (5 | bagaimana reformasi | kegagalan
negara berkembang negara) NPM memerlukan | implementasi
gagal karena perubahan budaya | NPM di sektor
ketidaksesuaian organisasi di negara | kesehatan negara
budaya  organisasi berkembang untuk | berpenghasilan
dan struktur berhasil rendah, yang

disebabkan oleh
kurangnya
perubahan dalam
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struktur  budaya
organisasi.
Brignall & | 2000 | NPM dan Model | Model kinerja sektor Studi Menunjukkan Menyoroti
Modell Pengukuran swasta seperti | Konseptual | bagaimana model | adaptasi model
Kinerja Balanced Scorecard pengukuran  swasta | sektor swasta ke
diadopsi dalam dapat diadaptasi untuk | kompleksitas
pengelolaan  sektor meningkatkan organisasi publik.
publik. efisiensi  di  sektor
publik.
Broadbent 2001 Organizational | Organisasi publik di | Studi Kasus | Memperlihatkan Fokus pada
et al Resistance to | sektor kesehatan Empiris bagaimana reformasi | dampak negatif
NPM menunjukkan (UK) NPM  menyebabkan | NPM  terhadap
resistensi  terhadap konflik antara | sektor kesehatan,
reformasi NPM yang kebutuhan  efisiensi | menunjukkan
menyebabkan finansial dan nilai | bagaimana
ketegangan  antara publik orientasi finansial
efisiensi  finansial merusak kualitas
dan nilai publik. layanan publik.
Christensen | 2001 | NPM & Kontrol | Reformasi NPM Studi Menyoroti bagaimana | Menggambarkan
& Legreid Politik dapat melemahkan | Komparatif | reformasi NPM | variasi  dampak
kontrol politik | (Norwegia & | melemahkan reformasi NPM di
terhadap  birokrasi, NZ) pengawasan  politik | berbagai negara
menciptakan terhadap birokrasi, | dengan kebijakan

ketidakseimbangan
kekuasaan dalam
pengambilan
keputusan.

memperburuk kontrol
demokrasi

administrasi yang

berbeda,

memperlihatkan

hasil
beragam
reformasi
sama.

yang
dari

yang
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Piotrowski 2002 NPM & NPM fokus pada | Studi Kasus | Menunjukkan Fokus pada
& Demokrasi hasil, seringkali | Teoritis (AS) | bagaimana NPM | dampak negatif
Rosenbloom Konstitusional | mengabaikan nilai- melemahkan nilai- | NPM dalam
nilai  konstitusional nilai  Kkonstitusional | mengurangi nilai-
demokratis dan dalam  administrasi | nilai demokrasi di
melemahkan publik, khususnya | AS, menekankan
komitmen terhadap pemisahan kekuasaan | bagaimana
pemisahan orientasi hasil
kekuasaan. dapat
melemahkan nilai
konstitusional.
Heinrich 2002 Pengukuran Pengukuran berbasis | Penelitian | Menekankan Fokus pada hasil,
berbasis hasil | hasil mampu | kuantitatif | pentingnya indikator | tidak mendalami
dalam organisasi | meningkatkan hasil yang jelas untuk | perilaku pegawai
publik efisiensi organisasi, evaluasi kinerja | sebagai  faktor
namun mengabaikan publik. utama dalam
peran perilaku peningkatan
pegawai dalam Kinerja.
mendukung
pencapaian Kinerja.
Behn 2003 Tujuan Menyoroti  tujuan Studi Menjelaskan Fokus pada dasar
Manajerial dalam | pengukuran Kinerja Teoritis bagaimana teoritis
Pengukuran oleh manajer publik pengukuran  kinerja | pengukuran
Kinerja dan dampaknya mendukung Kinerja dalam
terhadap pengambilan konteks NPM.
pengambilan keputusan di sektor
keputusan. publik.
Arellano- 2004 Performance- | Faktor politik, Analisis Mengidentifikasi Fokus pada
Gault & Oriented hukum, dan | Teoritis & | hambatan kebijakan | pengaruh spesifik
Gil-Garcia Budgeting (POB) | organisasi di negara Empiris POB di negara | negara
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berkembang berkembang, terutama | berkembang
menghambat terkait  keterbatasan | terhadap
keberhasilan dalam  pengambilan | kebijakan POB
implementasi POB keputusan publik yang
dalam NPM. memperlemah
implementasi
NPM secara
keseluruhan.
10, Moynihan 2005 Pengaruh Manajemen Studi Menunjukkan Fokus pada
& Pandey Manajemen memainkan  peran Empiris pentingnya peran | hubungan
dalam kunci dalam manajemen dalam | langsung antara
Pengelolaan menentukan  hasil mencapai tujuan | manajemen dan
Kinerja Kinerja di organisasi Kinerja organisasi | kinerja organisasi
publik. publik. publik.
11| Micheli & 2005 Fleksibilitas Pengukuran Kkinerja Studi Menunjukkan Fokus pada
Kennerle dalam Desain | harus fleksibel agar | Konseptual | pentingnya adaptasi  model
Pengukuran dapat  beradaptasi fleksibilitas desain | pengukuran
Kinerja dengan  perubahan sistem kinerja dalam | kinerja di sektor
lingkungan eksternal menghadapi tantangan | publik untuk
organisasi publik. eksternal. perubahan
lingkungan.
12, Courty etal | 2005 Tantangan Menunjukkan Studi Kasus | Memaparkan Mengidentifikasi
Implementasi | tantangan besar kompleksitas perbedaan
Sistem dalam implementasi implementasi PMS di | implementasi
Pengukuran PMS di berbagai organisasi publik yang | PMS di
Kinerja di Sektor | organisasi publik. memiliki struktur yang | organisasi publik
Publik beragam. dibandingkan

dengan swasta.
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13, Elias Sarker | 2006 NPM di Dunia | Reformasi NPM di | Studi Kasus | Menunjukkan Menekankan
Berkembang negara berkembang | Teoritis & | pentingnya prasyarat | kebutuhan akan
membutuhkan Empiris untuk  implementasi | prasyarat khusus,
prasyarat, seperti NPM vyang sukses di | seperti kapasitas
kapasitas negara, negara berkembang negara dan
infrastruktur  pasar, infrastruktur
dan proses pasar, dalam
administrasi ~ yang penerapan NPM
kuat. di negara
berkembang.
14, Brodkin 2008 Balanced Balanced Scorecard | Studi Kasus | Menyediakan Fokus pada
Scorecard dalam | memfasilitasi wawasan tentang | penerapan
Organisasi integrasi antara bagaimana Balanced | Balanced
Publik faktor internal dan Scorecard dapat | Scorecard di
eksternal dalam digunakan dalam | sektor publik
manajemen  sektor pengelolaan sektor | untuk
publik. publik. meningkatkan
Kinerja.
15| Bouckaert 2008 Tiga level Kinerja di level Kajian Memberikan kerangka | Fokus pada
& Halligan manajemen mikro masih minim literatur konseptual untuk | klasifikasi  tiga
kinerja sektor | diteliti, padahal memahami tiga level | level, tidak
publik (makro, | perilaku pegawai dalam manajemen | mendalami
meso, mikro) memiliki  dampak kinerja sektor publik. | perilaku individu
signifikan terhadap atau tim di level
pencapaian Kinerja mikro.
organisasi publik.
16, Arnaboldi 2010 Kompleksitas | Mendesain  sistem Studi Menyediakan Fokus pada
& Azzone Desain pengukuran Kkinerja | Konseptual | wawasan tentang | desain PMS
Pengukuran untuk sektor publik kompleksitas  desain | untuk menjawab

Kinerja

menghadapi

PMS di sektor publik
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tantangan besar yang terus | kebutuhan
karena kompleksitas berkembang. organisasi publik.
sektor tersebut.
17, Yuanetal 2010 Performance Performance Prism | Studi Kasus | Menunjukkan Fokus pada
Prism di Sektor | membantu pentingnya penggunaan
Publik menyeimbangkan Performance  Prism | Performance
kebutuhan dalam  pengelolaan | Prism di sektor
stakeholder internal hubungan antara | publik.
dan eksternal di organisasi dan
organisasi publik. stakeholder.
18, Arnaboldi 2010 Pengukuran Pengukuran Kinerja | Studi kasus | Memberikan wawasan | Berfokus  pada
& Azzone kinerja di sektor | dengan indikator | dan empiris | mengenai bagaimana | pengukuran
publik yang jelas pengukuran  kinerja | kinerja, tanpa
memainkan  peran dapat meningkatkan | mengeksplorasi
penting dalam efisiensi  organisasi | perilaku atau HR
meningkatkan publik. sebagai  faktor
kinerja organisasi di Kinerja.
sektor publik.
19, Micheli & 2010 Sistem Pengukuran Kinerja | Studi empiris | Meningkatkan Fokus pada
Neely pengukuran berbasis data akuntabilitas dengan | pengukuran
Kinerja dalam | membantu sistem pengukuran | berbasis data,
organisasi publik | meningkatkan Kinerja yang | tanpa membahas
akuntabilitas dan komprehensif. perilaku pegawai
transparansi  dalam atau peran HRM.
organisasi sektor
publik.
20 Halachmi 2011 NPM dan Meskipun  penting, Studi Menyediakan Fokus pada
Pengukuran pengukuran Kinerja Teoritis wawasan tentang | tantangan
Kinerja dalam NPM sering kesenjangan  antara | implementasi
tidak mencapai hasil harapan NPM dan
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yang diharapkan hasil implementasi di | NPM di sektor
karena kompleksitas sektor publik. publik.
implementasi.
21  Jesson 2011 Kajian kinerja | Kajian menunjukkan Tinjauan Menghubungkan gaya | Fokus pada
sektor publik bahwa  efektivitas literatur kepemimpinan dengan | hubungan antara
kinerja publik juga peningkatan gaya
dipengaruhi oleh efektivitas kinerja di | kepemimpinan
perilaku administrasi sektor publik. dan  efektivitas
dan gaya Kinerja,  bukan
kepemimpinan  di sekadar indikator
level mikro. atau hasil.
22, Lorenz 2012 NPM di NPM gagal di sektor Analisis Mengkritik Menyoroti
Pendidikan pendidikan  karena Kritis pendekatan NPM yang | dampak negatif
mereduksi aspek Teoritis mengabaikan  aspek | NPM pada sektor
penting pendidikan fundamental pendidikan,  di
menjadi sekadar pendidikan, merusak | mana pendidikan
ekonomi, proses pendidikan diperlakukan
mengancam kualitas sebagai aktivitas
pendidikan. ekonomi,
merusak  nilai-
nilai pendidikan
tradisional.
23.| Anderson & | 2012 New Public NPM  menekankan Studi Memberikan Fokus pada
Klaassen Management pada  peningkatan | Konseptual | pemahaman tentang | penerapan PMM
(NPM) dan efisiensi dan pentingnya di organisasi
Pengelolaan pengelolaan kinerja penggunaan publik untuk
Kinerja (PMM) | organisasi publik pengukuran  kinerja | peningkatan
melalui pengukuran yang jelas  untuk | efisiensi.
yang jelas. perbaikan Kinerja

organisasi publik.
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24| McDavid & | 2012 Transparansi NPM  mendukung Studi Menyediakan cara | Fokus pada peran
Huse dalam peningkatan Teoritis bagi organisasi publik | transparansi
Manajemen transparansi melalui untuk menerapkan | dalam
Kinerja penerapan sistem pengelolaan  Kkinerja | manajemen
pengelolaan kinerja yang mendukung | kinerja di sektor
yang jelas dan transparansi. publik.
terukur.
25| Diggs & 2012 Monitoring dan | Monitoring  kinerja Studi Menunjukkan Fokus pada
Roman Akuntabilitas penting dalam Empiris pentingnya pengawasan
Kinerja memastikan monitoring kinerja | kinerja  sebagai
akuntabilitas di untuk  meningkatkan | alat untuk
sektor publik, baik pengambilan akuntabilitas
secara internal keputusan di | sektor publik.
maupun eksternal. organisasi publik.
26. Snilstveitet | 2012 Tinjauan Tinjauan sistematis Tinjauan Memberikan Kurang
al sistematis pada | menunjukkan bahwa | sistematis | pandangan memperhatikan
evaluasi kinerja | evaluasi Kinerja komprehensif terkait | aspek  perilaku
publik publik secara evaluasi kinerja publik | dalam  evaluasi
keseluruhan  masih secara global. Kinerja  publik,
kurang berfokus  pada
memperhatikan indikator dan
peran perilaku proses
kepemimpinan. pengukuran.
27 Spekle & 2014 Balanced Model Balanced | Studi Kasus | Menyediakan Fokus pada
Verbeeten Scorecard & Scorecard dan pemahaman aplikasi Balanced
Performance Performance Prism bagaimana model ini | Scorecard  dan
Prism mendukung integrasi dapat meningkatkan | Performance
manajemen  faktor efisiensi  manajemen | Prism untuk
internal dan kinerja  di  sektor | sektor publik.
eksternal. publik.
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28 Ter Bogtet | 2015 Performance Penerapan NPM | Studi Kasus | Menunjukkan Menganalisis
al Budgeting (PBB) | harus  disesuaikan Empiris perlunya adaptasi | implementasi
dengan karakteristik | (Belanda) | NPM dalam anggaran | anggaran berbasis
spesifik program Kinerja untuk | kinerja di sektor
untuk meningkatkan memenuhi kebutuhan | publik  dengan
efektivitas anggaran program-program kebutuhan tugas
berbasis kinerja. yang berbeda yang berbeda,
menyoroti
ketidakefektifan
pendekatan yang
seragam.

29. Kroll 2015 PMM dalam Penerapan  sistem Studi Menyoroti Mengidentifikasi

Organisasi pengukuran Kinerja Empiris kesenjangan  antara | hambatan dalam
Publik (PMS) sering tidak tujuan kinerja dan | penerapan efektif
mencapai hasil yang hasil nyata di | PMS di
optimal di sektor organisasi publik. organisasi publik.

publik.

30.[ Arnaboldi et | 2015 Pengukuran Sistem  pengukuran Studi Menunjukkan Fokus pada

al Kinerja di Sektor | kinerja yang | Konseptual | perlunya adaptasi | tantangan
Publik diadopsi dari sektor PMS agar sesuai | adaptasi PMS
swasta sering dengan konteks | sektor swasta ke
memerlukan spesifik organisasi | sektor publik
penyesuaian di publik. yang lebih
sektor publik. kompleks.

31/ Gohetal 2015 Manajemen Implementasi Studi Menyediakan Fokus pada
kinerja dalam | manajemen kinerja | perbandingan | perspektif komparatif | strategi nasional,
konteks lintas | berbeda antar negara | lintas negara | bagaimana berbagai | bukan pada

negara dengan hasil yang negara perilaku individu

bervariasi tergantung

mengimplementasikan

atau mikro-level
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konteks nasional dan mengelola kinerja | dalam Kinerja
masing-masing. sektor publik. organisasi publik.

32, Van Dooren | 2015 Pengaruh Proses tim, | Penelitian | Memberikan wawasan | Mengeksplorasi

et al perilaku tim dan | keterlibatan, dan empiris tentang  pentingnya | perilaku dan
kepemimpinan | gaya kepemimpinan proses tim dan gaya | dinamika tim
terhadap kinerja | di  level  mikro kepemimpinan dalam | dalam  kinerja,
sektor publik memiliki  dampak memengaruhi Kinerja | berbeda dengan
signifikan terhadap sektor publik. penelitian  yang
kinerja organisasi di hanya fokus pada

sektor publik. pengukuran

Kinerja.

33. Gao 2015 Pengaruh Kejelasan anggaran | Penelitian | Memberikan wawasan | Fokus pada
kejelasan dan alokasi sumber | kuantitatif |tentang  pentingnya | alokasi anggaran,
anggaran daya vyang tepat kejelasan ~ anggaran | kurang

terhadap kinerja | dapat meningkatkan untuk Kkinerja yang | mengeksplorasi
sektor publik | efisiensi Kinerja lebih efisien. peran  perilaku
organisasi, namun pegawai dan
perilaku pegawai manajemen
juga penting. perilaku di
organisasi.
34, Rimkutéet | 2015 Kinerja Kinerja  organisasi | Studi lintas | Menunjukkan  peran | Fokus  regional
al organisasi publik | publik di  Eropa negara perilaku  manajerial | pada Eropa
dalam konteks | Timur dipengaruhi dalam meningkatkan | Timur,
Eropa Timur oleh perilaku kinerja organisasi di | mengeksplorasi
manajerial, sektor publik. peran
khususnya  dalam kepemimpinan
penerapan dalam Kinerja

kepemimpinan dan
manajemen Kinerja.

publik.
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35 Cooper 2015 | Tinjauan naratif | Tinjauan naratif Kajian Mengadvokasi Fokus pada
kinerja sektor | menekankan literatur pendekatan  berbasis | pendekatan
publik pentingnya perilaku dalam | berbasis perilaku,
pendekatan berbasis manajemen  Kinerja | mengisi celah
perilaku dalam sektor publik. dari  penelitian
manajemen Kinerja, yang  berfokus
namun masih sedikit pada pengukuran
penelitian yang atau indikator
meneliti aspek ini. Kinerja.
36. Arnaboldi et | 2015 | Perbaikan sistem | Perbaikan sistem | Studi empiris | Menunjukkan Berfokus  pada
al pengukuran pengukuran Kinerja hubungan antara | sistem
Kinerja dapat meningkatkan perbaikan sistem | pengukuran, tidak
efektivitas pengukuran dan | mengeksplorasi
organisasi, namun peningkatan pengaruh
perlu efektivitas organisasi. | perilaku  secara
memperhitungkan mendalam.
pengaruh  perilaku
pegawai.
37, Van Dooren | 2015 Dinamikatim | Menunjukkan bahwa | Penelitian | Mengungkap Fokus pada
et al dan keterlibatan | keterlibatan pegawai empiris pentingnya perilaku tim dan
pegawai dan dinamika tim pengelolaan tim dan | keterlibatan,
memiliki  dampak keterlibatan pegawai | berbeda dengan
langsung pada dalam meningkatkan | penelitian  yang
pencapaian  Kinerja Kinerja organisasi. berfokus  pada
sektor publik. strategi atau
sistem
pengukuran.
38, Gohetal 2015 Manajemen Implementasi Studi Menyediakan Fokus pada
Kinerja lintas manajemen Kinerja | komparatif | perspektif komparatif | perbandingan
negara berbeda di setiap | lintas negara | tentang implementasi | lintas negara,
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negara, dengan hasil
yang bergantung
pada konteks
nasional dan budaya
manajemen lokal.

manajemen kinerja di
sektor  publik  di
berbagai negara.

tidak menyoroti
aspek  perilaku
individu  dalam
organisasi publik.

39.) Arnaboldi et | 2015 | Perbaikan sistem | Memperbaiki sistem | Studi empiris | Menunjukkan Fokus pada
al pengukuran pengukuran Kinerja hubungan antara | pengukuran
Kinerja sektor | dapat meningkatkan perbaikan sistem | Kinerja, tanpa
publik efisiensi organisasi, pengukuran dan | mengeksplorasi
namun perlu juga peningkatan  kinerja | dampak perilaku
mempertimbangkan organisasi publik. manajerial  atau
aspek perilaku kepemimpinan.
manajerial.
40, Rimkutéet | 2015 Pengaruh Perilaku Studi lintas | Menunjukkan Fokus regional,
al perilaku kepemimpinan dan negara pentingnya  perilaku | mengeksplorasi
manajerial dalam | manajemen berperan manajerial dalam | hubungan antara
organisasi publik | penting dalam konteks regional di | kepemimpinan
Eropa Timur meningkatkan Eropa Timur untuk | dan kinerja,
Kinerja  organisasi mencapai kinerja yang | berbeda dengan
publik di  Eropa lebih baik. penelitian
Timur. berbasis
indikator.
41, Ashraf & 2016 Regressive Reformasi NPM | Studi Kasus | Menunjukkan Mengungkapkan
Uddin Effects of NPM | sering menghasilkan Empiris pentingnya dampak
efek regresif jika | (Pakistan) | mempertimbangkan struktural dan
kondisi budaya dan konteks budaya dalam | budaya organisasi
struktural diabaikan reformasi NPM untuk | terhadap
dalam mencegah hasil yang | kegagalan NPM,
pelaksanaannya. merugikan menekankan

perbedaan dalam
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organisasi publik
negara

berkembang.
42, Kartalis et 2016 NPM & Reformasi NPM | Studi Kasus | Menyoroti bagaimana | Fokus pada
al Akuntansi memperkenalkan Teoritis NPM mengubah | perubahan dalam
konflik antara nilai struktur organisasi | struktur
ekonomi dan politik dengan organisasi akibat
yang menyebabkan memperkenalkan NPM, khususnya
pergeseran batas tujuan yang sering | dalam akuntansi
organisasi. bertentangan organisasi publik
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memperkenalkan
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ekonomi, politik,
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43, Bruscaetal | 2016 Pelaporan Pelaporan  kinerja Studi Menunjukkan  peran | Fokus pada peran
Kinerja dalam | yang baik Empiris pelaporan kinerja | pelaporan dalam

NPM mendukung dalam meningkatkan | pengambilan
pengambilan transparansi dan | keputusan yang
keputusan yang lebih akuntabilitas di sektor | lebih akuntabel di
transparan dan publik. sektor publik.
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berfokus pada sektor publik. peran  perilaku
perilaku pegawai pegawai  secara

mendalam.




26

masih kurang
dikembangkan.

45, Mauroetal | 2016 Penggunaan Indikator kinerja | Studi empiris | Menekankan Fokus pada
indikator kinerja | yang jelas penting pentingnya indikator | indikator, namun
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namun minim kajian publik. pada sistem dan
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dalam sektor
publik.
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sering mengabaikan organisasi. pengaruh
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individu dalam aspek manajemen
kinerja. sumber daya
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sering kali tidak efektivitasnya dalam
memadai. mencapali tujuan
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52, Ohemenget | 2018 Manajemen Hambatan Studi lintas | Menunjukkan Berfokus  pada
al Kinerja organisasi | implementasi sistem | organisasi | hambatan utama | implementasi
publik manajemen  Kinerja dalam penerapan | lintas organisasi,
di organisasi publik sistem manajemen | berbeda dari
disebabkan oleh kinerja di organisasi | penelitian yang
kurangnya dukungan publik terkait aspek | lebih menyoroti
perilaku dan perilaku. pengukuran atau
keterlibatan indikator hasil.
pegawai.
53 Sardi & 2019 Desain Sistem | Mendesain PMS Studi Menyediakan Fokus pada
Sorano Pengukuran yang efektif di sektor Teoritis pemahaman tentang | tantangan desain
Kinerja publik  merupakan pentingnya desain | PMS di sektor
tantangan besar fleksibel dalam | publik.
karena kompleksitas pengukuran Kinerja di
yang terus sektor publik.
meningkat.
54 Pulakos et 2019 Hubungan Perilaku individu Kajian Mengungkap  peran | Fokus pada
al perilaku dan dan HRM memiliki literatur HRM dan perilaku | perilaku individu
manajemen dampak besar dalam individu dalam | dan HRM,
kinerja sektor | menentukan mempengaruhi kinerja | berbeda dari
publik keberhasilan organisasi sektor | penelitian  yang
manajemen  Kinerja publik. menitikberatkan

di sektor publik.

indikator Kinerja
atau hasil.
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Berdasarkan Tabel 1.3 menjelaskan penelitian terdahulu dan research gap
Pendekatan New Public Management (NPM) telah banyak diterapkan dalam sektor publik
untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, namun penelitian Barberis (1998)
menunjukkan bahwa pendekatan ini sering kali memperlebar kesenjangan akuntabilitas,
terutama di negara berkembang. Dalam perspektif ilmu administrasi publik, akuntabilitas
merupakan fondasi utama yang tidak boleh diabaikan demi efisiensi semata. Bagi DPRD,
model kinerja yang mereka adopsi harus menjaga keseimbangan antara efisiensi kinerja
dengan tanggung jawab publik, agar kualitas layanan publik tetap terjaga dan transparansi
terjamin. Hal ini sejalan dengan prinsip administrasi publik yang menekankan bahwa
pelayanan publik harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

Penelitian Russell et al., (1999) juga menyoroti bahwa penerapan NPM di negara
berkembang sering kali mengalami kegagalan karena tidak memperhitungkan faktor-
faktor budaya organisasi dan struktur kelembagaan lokal. DPRD harus belajar dari
kesalahan ini dengan merancang model kinerja yang responsif terhadap budaya dan
kondisi sosial-politik yang ada di Indonesia. Menyesuaikan kebijakan dengan realitas
lokal ini sejalan dengan perspektif ilmu administrasi publik yang menekankan bahwa
pengambilan keputusan harus mempertimbangkan faktor kontekstual agar reformasi
kebijakan dapat berhasil dengan baik.

Dalam penelitian Brignall & Modell, (2000), diungkapkan bahwa model
pengukuran kinerja seperti Balanced Scorecard, yang umum digunakan di sektor swasta,
tidak dapat langsung diimplementasikan dalam organisasi publik tanpa penyesuaian.
Sektor publik, termasuk DPRD, memiliki karakteristik unik yang memerlukan
pendekatan yang lebih inklusif, memperhatikan tidak hanya efisiensi finansial, tetapi juga
kepentingan masyarakat dan nilai-nilai publik. Perspektif administrasi publik mendukung
pandangan ini, karena dalam sektor publik, keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil
finansial, tetapi juga dari seberapa baik organisasi tersebut melayani masyarakat.

Selain itu, Broadbent et al., (2001) menemukan bahwa resistensi terhadap reformasi
NPM sering terjadi di sektor publik, terutama ketika orientasi reformasi terlalu fokus pada
efisiensi finansial tanpa memperhatikan nilai-nilai publik. Bagi DPRD, model kinerja
yang terlalu menekankan efisiensi biaya bisa memicu resistensi dari para pemangku

kepentingan dan melemahkan kualitas pelayanan publik. Dari perspektif administrasi
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publik, model kinerja yang baik harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan nilai-
nilai publik untuk memastikan bahwa reformasi tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi
juga menjaga kualitas pelayanan.

Christensen & Legreid, (2001) juga menemukan bahwa reformasi NPM dapat
melemahkan kontrol politik terhadap birokrasi. Ini menjadi penting bagi DPRD dalam
menjaga pengawasan politik yang kuat, karena kontrol politik adalah salah satu pilar
penting dalam menjaga akuntabilitas publik. Ilmu administrasi publik mengakui
pentingnya peran politik dalam proses birokrasi, di mana kontrol politik memastikan
bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.

Penelitian Piotrowski & Rosenbloom, (2002) menjelaskan bahwa fokus NPM yang
terlalu menitikberatkan pada hasil sering kali mengabaikan nilai-nilai konstitusional dan
prinsip pemisahan kekuasaan, yang dapat melemahkan sistem demokrasi. Dalam konteks
DPRD, penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi kinerja dengan prinsip-
prinsip demokrasi dan konstitusi. Model kinerja yang baik harus tidak hanya mengejar
hasil yang cepat, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses legislasi sesuai dengan
nilai-nilai dasar demokrasi yang diakui dalam administrasi publik.

Sementara itu, Heinrich, (2002) menekankan bahwa meskipun pengukuran berbasis
hasil dapat meningkatkan efisiensi, pengabaian terhadap perilaku individu dalam
organisasi bisa menghambat pencapaian kinerja yang optimal. Untuk DPRD, penting
untuk tidak hanya mengukur hasil kinerja legislatif, tetapi juga memperhatikan perilaku
individu anggota legislatif yang dapat mempengaruhi keseluruhan kinerja lembaga.
Dalam perspektif administrasi publik, perilaku individu di dalam birokrasi memainkan
peran kunci dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, sehingga perlu ada
keseimbangan antara hasil dan perilaku.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa penerapan NPM
dan model kinerja di sektor publik harus memperhitungkan keseimbangan antara
efisiensi, akuntabilitas, dan nilai-nilai publik. Bagi DPRD, model kinerja yang mereka
terapkan harus bersifat adaptif, tidak hanya fokus pada efisiensi hasil, tetapi juga menjaga
akuntabilitas, memperhatikan perilaku legislatif, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip
konstitusi. Dalam perspektif ilmu administrasi publik, pendekatan holistik ini sangat

penting untuk memastikan bahwa reformasi kebijakan dan model kinerja yang diterapkan
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benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan memperkuat tata
kelola pemerintahan yang baik. Dalam dunia administrasi publik yang semakin dinamis,
model peningkatan kinerja (performance improvement) terus berkembang seiring dengan
munculnya tantangan baru dan kebutuhan akan inovasi kebijakan. Salah satu pendekatan
yang mulai mendapatkan perhatian luas adalah integrasi model performa dengan isu-isu
keberlanjutan, teknologi, dan pendekatan berbasis data. Penelitian ini menawarkan
kebaruan (novelty) dengan menghadirkan perspektif yang lebih holistik dalam mengelola
kinerja administrasi publik.

Hasil analisis VOS Viewer menegaskan bahwa kebijakan publik harus sangat
berfokus pada performa dan peningkatan kinerja. Dalam penerapan New Public
Management (NPM), seperti yang dikemukakan oleh Barberis (1998), efisiensi tidak
boleh menjadi satu-satunya tujuan. Akuntabilitas harus tetap dijaga untuk memastikan
bahwa kebijakan publik berjalan sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab terhadap
masyarakat. Russell et al., (1999) menunjukkan bahwa kegagalan reformasi NPM di
negara berkembang sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan konteks sosial
dan kelembagaan lokal. Oleh karena itu, model kinerja yang diterapkan di sektor publik,
seperti DPRD, harus mempertimbangkan adaptasi terhadap faktor lokal untuk
memastikan efektivitas dalam mencapai peningkatan kinerja. Brignall & Modell, (2000)
menegaskan pentingnya menggunakan model pengukuran kinerja yang tidak hanya
berfokus pada efisiensi finansial, tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap
performa dan pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Broadbent et al., (2001) menunjukkan bahwa
orientasi yang terlalu besar pada efisiensi keuangan dapat menurunkan kualitas pelayanan
publik. Oleh karena itu, model kinerja DPRD harus berfokus pada peningkatan performa
sambil tetap mempertahankan kualitas layanan. Christensen & Leagreid, (2001) juga
menekankan bahwa efisiensi yang berlebihan dalam reformasi NPM dapat melemahkan
kontrol politik. Untuk itu, model kinerja yang efektif harus menjaga keseimbangan antara
peningkatan performa dan akuntabilitas politik. Piotrowski & Rosenbloom, (2002)
menegaskan bahwa berfokus hanya pada hasil tanpa mempertahankan prinsip demokrasi
dapat mengancam tata kelola publik. Model kinerja DPRD harus memastikan bahwa

peningkatan performa sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. menambahkan bahwa
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perilaku individu dalam organisasi memainkan peran penting dalam menentukan
performa. Oleh karena itu, model kinerja harus mencakup evaluasi perilaku anggota
legislatif untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Hasil penelitian secara keseluruhan
ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus mengutamakan peningkatan performa,
dengan memastikan bahwa peningkatan kinerja terjadi tanpa mengorbankan kualitas
pelayanan dan akuntabilitas publik. Model kinerja yang efektif harus seimbang antara
efisiensi dan peningkatan kualitas di setiap aspek organisasi publik.

State of the Art dalam konteks model kinerja kebijakan publik, khususnya yang
terkait dengan New Public Management (NPM), telah banyak berkembang dari fokus
utama pada efisiensi menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Berdasarkan berbagai
studi yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Barberis (1998), Russell et al., (1999) dan
Brignall & Modell, (2000), penerapan NPM cenderung menekankan efisiensi, tetapi
seringkali mengabaikan aspek akuntabilitas, konteks sosial, dan perilaku individu dalam
organisasi publik. Penelitian-penelitian sebelumnya mengungkap bahwa model kinerja
yang terlalu berorientasi pada hasil finansial dapat menyebabkan masalah seperti
kesenjangan akuntabilitas, resistensi dari organisasi, dan penurunan kualitas pelayanan
publik.

Penelitian Piotrowski & Rosenbloom, (2002) lebih jauh menegaskan bahwa fokus
yang berlebihan pada hasil dapat mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip
konstitusional, yang akhirnya dapat mengurangi legitimasi kebijakan publik. Pendekatan
yang terlalu berorientasi pada hasil ini dapat menyebabkan kebijakan yang cepat dan
efisien, tetapi mengorbankan nilai-nilai publik, seperti keterbukaan dan partisipasi
demokratis, yang menjadi dasar dari sistem pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.
Studi Heinrich, (2002) menambahkan dimensi baru dengan menekankan pentingnya
perilaku individu dalam organisasi publik dalam mempengaruhi kinerja. Ini
memperlihatkan bahwa selain pengukuran hasil, perilaku anggota organisasi juga harus
menjadi bagian dari evaluasi kinerja, terutama dalam sektor publik di mana integritas,
motivasi, dan komitmen terhadap pelayanan publik sangat penting untuk keberhasilan
reformasi kinerja. Novelty dari pendekatan baru yang diusulkan dalam konteks ini adalah
integrasi berbagai elemen penting yang sebelumnya cenderung diabaikan atau dipisahkan

dalam model kinerja berbasis NPM. Pendekatan ini menggabungkan peningkatan kinerja
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yang berkelanjutan dengan akuntabilitas yang kuat, sehingga tidak hanya berfokus pada
hasil efisiensi, tetapi juga menjaga tanggung jawab terhadap publik. Dengan memastikan
keseimbangan antara efisiensi dan akuntabilitas, model ini menempatkan tanggung jawab
publik sebagai prioritas utama, yang merupakan kontribusi penting terhadap ilmu
administrasi publik. Selain itu, pendekatan ini juga memperhitungkan perilaku individu
dalam model kinerja, yang sebelumnya diabaikan dalam banyak model NPM.

Dengan memperhatikan perilaku anggota legislatif atau pegawai publik dalam
mencapai kinerja, pendekatan ini menawarkan perspektif baru yang lebih holistik tentang
bagaimana kinerja publik dinilai.. Integrasi ini memberikan pendekatan baru yang lebih
holistik, yang juga mencakup perilaku anggota legislatif sebagai bagian penting dari
evaluasi kinerja dalam DPRD dan lembaga pemerintah lainnya, sehingga menghasilkan
peningkatan kinerja secara berk Berdasarkan keyword administrative public, public
policy, and performance improvement ( TITLE-ABS-KEY ( "administrative public") OR
TITLE-ABS-KEY ( "public policy" ) AND TITLE-ABS-KEY ( "performance
improvement" ) ), ditemukan sekitar 85 document result dalam data scopus, kemudian
penulis menggunakan Aplikasi Vos viewer untuk melihat kebaharuan dalam penelitian
riset terkait performance improvement dalam ilmu administrasi publik secara
berkelanjutan Berikut adalah State Of The Art dalam penelitian ini dengan menggunakan

Aplikasi Vos viewer version 1.6.18.
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Gambar 1. 1. Jaringan Bibliometrik Penelitian Performa Dan Peningkatan Kinerja
Dalam Ilmu Administrasi Publik
Sumber : Olahan Data, 2024
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1.3 Research Gap
Berdasarkan kajian literatur tentang New Public Management (NPM) dan

pengelolaan kinerja sektor publik, terdapat beberapa research gap yang signifikan. Salah
satu kesenjangan utama adalah kurangnya fokus pada akuntabilitas dalam implementasi
NPM, meskipun banyak penelitian seperti yang dikemukakan oleh Barberis (1998) dan
Christensen & Lagreid, (2001) telah menyoroti dampak negatif NPM terhadap
akuntabilitas publik. Model kinerja saat ini terlalu menekankan efisiensi, yang sering kali
mengabaikan tanggung jawab publik dan akuntabilitas, sehingga diperlukan pendekatan
yang lebih seimbang antara efisiensi dan akuntabilitas dalam model kinerja sektor publik.
Selain itu, penelitian seperti yang dijelaskan oleh Russell et al., (1999) dan Sarker, (2006)
menunjukkan bahwa reformasi NPM sering gagal di negara berkembang karena
kurangnya adaptasi terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Ini menunjukkan adanya
gap besar dalam menciptakan model NPM yang dapat menyesuaikan diri dengan
dinamika sosial dan kelembagaan di negara-negara berkembang, di mana reformasi yang
terlalu berfokus pada efisiensi sering tidak berjalan efektif.

Fokus penelitian terhadap perilaku individu dan manajemen sumber daya manusia
(HRM) juga masih kurang dieksplorasi. Heinrich, (2002) dan Pulakos et al., (2019)
menemukan bahwa perilaku pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja
organisasi, namun model pengukuran kinerja yang ada cenderung hanya berfokus pada
indikator kuantitatif. Penelitian selanjutnya perlu memperhitungkan perilaku individu
sebagai faktor kunci dalam peningkatan kinerja organisasi publik.Adanya gap dalam
pengukuran kinerja yang adaptif juga terlihat dalam penelitian Brignall & Modell, (2000),
yang mengkritik penerapan model seperti Balanced Scorecard di sektor publik tanpa
penyesuaian terhadap kompleksitas sektor ini. Meskipun efisiensi penting, pengukuran
kinerja perlu lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika dan perubahan lingkungan,
yang sering kali mempengaruhi sektor publik lebih intensif dibanding sektor swasta.

Kepemimpinan di tingkat mikro juga masih kurang mendapat perhatian dalam
literatur. Van Dooren et al., (2015) dan Jesson (2011) menyoroti pentingnya gaya
kepemimpinan dan dinamika tim dalam keberhasilan organisasi publik, namun belum ada
eksplorasi yang mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan mikro-level dapat

meningkatkan kinerja di sektor publik. Banyak penelitian masih terlalu berfokus pada
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indikator makro, padahal perilaku dan keterlibatan tim di level mikro memiliki pengaruh
besar terhadap hasil jangka panjang. Penelitian Snilstveit et al., (2012) menunjukkan
bahwa evaluasi kinerja sektor publik sering kali tidak memperhitungkan perilaku
manajerial dalam organisasi. Evaluasi kinerja biasanya berfokus pada hasil akhir dan
indikator kinerja tanpa memperhatikan bagaimana perilaku manajerial dan pengelolaan
tim memengaruhi hasil tersebut. Diperlukan model evaluasi yang lebih komprehensif
yang dapat mencakup faktor perilaku sebagai bagian integral dari kinerja organisasi
publik. Selain itu, Lorenz, (2012) dan Ashraf & Uddin, (2016) menyoroti bahwa NPM
gagal diterapkan secara efektif di sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan, karena terlalu
menekankan efisiensi ekonomi dan mengabaikan kualitas layanan publik. Ini membuka
peluang untuk mengembangkan model NPM yang lebih spesifik untuk sektor-sektor
dengan misi sosial tinggi, seperti pendidikan dan kesehatan, di mana fokus utamanya
adalah pada kesejahteraan publik, bukan hanya efisiensi finansial.

Penelitian McDavid & Huse, (2012) dan Diggs & Roman (2012) menegaskan
pentingnya monitoring kinerja dan transparansi dalam sektor publik. Namun, terdapat gap
terkait bagaimana sistem monitoring dapat diintegrasikan dengan proses pengambilan
keputusan yang lebih efektif. Monitoring kinerja perlu lebih dari sekadar evaluasi teknis,
tetapi juga harus mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas di seluruh tingkatan
organisasi publik. Implementasi sistem manajemen kinerja di sektor publik juga masih
menghadapi hambatan, seperti yang dijelaskan oleh Kroll (2015) dan Ohemeng et al.,
(2018) terutama karena kurangnya keterlibatan pegawai dan dukungan perilaku yang
memadai. Kesenjangan ini menyoroti perlunya strategi manajemen perubahan yang lebih
baik untuk memastikan bahwa manajemen kinerja di sektor publik dapat berjalan lebih
efektif dan mencapai hasil yang optimal.

Selain itu, fokus yang besar pada efisiensi finansial dalam model New Public
Management (NPM) telah menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan
pengorbanan kualitas layanan publik demi mencapai efisiensi. Penelitian oleh Broadbent
et al., (2001) menunjukkan bahwa orientasi yang berlebihan pada efisiensi dapat
menyebabkan resistensi organisasi karena ada ketegangan antara tuntutan efisiensi dan
kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai pelayanan publik yang lebih luas. Resistensi

ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak upaya reformasi dan menurunkan
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kinerja organisasi publik. Gap dalam literatur ini adalah belum adanya pendekatan yang
dapat mendamaikan kebutuhan efisiensi dengan kualitas pelayanan publik yang harus
dipertahankan.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian seperti yang dilakukan oleh Christensen
& Legreid, (2001) menunjukkan bahwa penerapan NPM juga dapat melemahkan kontrol
politik terhadap birokrasi. Ketika terlalu banyak fokus pada efisiensi, pengawasan politik
dapat tergeser, sehingga akuntabilitas publik melemah. Kesenjangan ini mengarah pada
pentingnya penelitian lebih lanjut tentang bagaimana kontrol politik yang kuat dapat
dipertahankan dalam model kinerja yang berorientasi pada efisiensi, terutama di sektor
publik seperti DPRD dan badan legislatif lainnya. Pengawasan politik yang kuat sangat
penting untuk memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan transparansi dan keadilan
dalam pengambilan keputusan.

Penelitian oleh Piotrowski & Rosenbloom, (2002) juga menekankan bahwa model
kinerja yang terlalu berfokus pada hasil sering kali mengabaikan nilai-nilai demokrasi
dan prinsip-prinsip konstitusi, yang dapat melemahkan tata kelola pemerintahan. Ini
menimbulkan gap dalam pemahaman mengenai bagaimana efisiensi dan orientasi hasil
dapat diintegrasikan dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti
partisipasi publik dan transparansi. Model kinerja sektor publik harus dirancang
sedemikian rupa sehingga tetap menghormati nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi
utama administrasi publik yang baik.

Dari perspektif perilaku organisasi, Heinrich, (2002) menemukan pentingnya
perilaku individu dalam mempengaruhi kinerja organisasi publik. Meskipun demikian,
banyak penelitian kinerja masih berfokus pada indikator hasil tanpa mengeksplorasi lebih
dalam tentang bagaimana perilaku dan motivasi pegawai dapat mendorong atau
menghambat pencapaian tujuan organisasi. Gap ini memberikan peluang besar untuk
penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi
kinerja, terutama dalam lingkungan sektor publik yang dinamis dan kompleks.
Pendekatan ini dapat membantu memperbaiki model pengelolaan kinerja dengan
menekankan pentingnya perilaku proaktif dan kepemimpinan dalam mencapai hasil yang

diinginkan.
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Dalam hal monitoring kinerja, McDavid & Huse, (2012) menekankan pentingnya
transparansi dalam proses evaluasi kinerja. Meskipun monitoring kinerja sudah diakui
sebagai alat penting untuk memastikan akuntabilitas, masih terdapat kesenjangan dalam
hal bagaimana monitoring ini dapat diterapkan secara lebih efektif di berbagai organisasi
publik. Monitoring yang lebih adaptif dan berkelanjutan sangat diperlukan agar
manajemen kinerja sektor publik dapat berfungsi secara lebih transparan dan akuntabel.
Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana sistem monitoring kinerja dapat
terhubung dengan pengambilan keputusan strategis di sektor publik, sehingga
memberikan feedback langsung yang mendukung peningkatan kinerja secara
berkelanjutan. Penelitian oleh Ohemeng et al., (2018) juga menunjukkan bahwa salah
satu hambatan utama dalam implementasi sistem manajemen kinerja di sektor publik
adalah kurangnya keterlibatan pegawai dan dukungan perilaku yang memadai. Ini
menimbulkan tantangan besar bagi manajemen publik untuk menciptakan lingkungan
kerja yang mendukung partisipasi aktif pegawai dalam upaya peningkatan kinerja. Gap
ini memerlukan penelitian yang lebih terfokus pada bagaimana manajemen perubahan
dan pendekatan keterlibatan pegawai dapat diterapkan untuk mendukung keberhasilan
sistem manajemen kinerja di sektor publik.

Secara keseluruhan, gap penelitian dalam literatur NPM dan manajemen kinerja di
sektor publik menjelaskan bahwa perlunya pendekatan yang lebih holistik dan adaptif,
yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga memperhitungkan akuntabilitas,
perilaku individu, dinamika tim, serta kualitas pelayanan publik. Model kinerja yang
efektif di sektor publik harus menyeimbangkan efisiensi dengan nilai-nilai sosial, kontrol
politik, dan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut harus
berupaya mengembangkan model yang dapat mengatasi berbagai hambatan dan
tantangan yang dihadapi sektor publik, sambil tetap mempertahankan akuntabilitas dan
transparansi dalam manajemen kinerja. Dari Research Gap yang dijelaskan sebelum
makan dapat dijelaskan Research Question, Tujuan dan Manfaat Penelitian sebagai

berikut :
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kinerja DPRD Provinsi
Sumatera Selatan dalam
meningkatkan

penyampaian dan
penyerapan aspirasi
publik?

DPRD Provinsi Sumatera
Selatan yang efektif dalam
meningkatkan penyampaian
dan penyerapan aspirasi
publik.

No | Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian

1 | Bagaimana kinerja | Mengidentifikasi kinerja | Memberikan solusi konkret untuk
DPRD Provinsi | DPRD dalam pelaksanaan | meningkatkan  penyampaian  dan
Sumatera Selatan dalam | penyampaian dan | penyerapan aspirasi publik DPRD
penyampaian dan | penyerapan aspirasi publik | Sumatera Selatan dalam
penyerapan aspirasi | oleh DPRD Provinsi | melaksanakan tugas penyampaian dan
publik? Sumatera Selatan. penyerapan aspirasi publik.

3 | Bagaimana model | Menemukan model Kkinerja | Menyediakan model kinerja berbasis

NPM yang memastikan peningkatan
efisiensi operasional DPRD Sumatera

Selatan tanpa mengabaikan
akuntabilitas publik, serta
memperkuat kontrol politik dan

transparansi dalam penyampaian dan
penyerapan aspirasi publik

Gambar 1. 2. State of the Art

14

Rumusan Masalah

Pengukuran Kinerja

pirasi

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan utama yang dihadapi DPRD

Provinsi Sumatera Selatan adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan dan minimnya perhatian terhadap dampak sosial dari kebijakan

yang dihasilkan. Proses legislasi yang ada selama ini cenderung berfokus pada efisiensi

administratif dan prosedural, tetapi sering kali mengabaikan kebutuhan nyata masyarakat.
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Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga
berdampak pada berkurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
Tantangan ini mencerminkan ketidakefektifan dalam menjalankan fungsi legislatif,
pengawasan, dan penganggaran, serta lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses
legislasi, yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam prinsip New Public
Management (NPM).

Berdasarkan data capaian kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-
2023, terlihat bahwa realisasi Perda, baik yang inisiatif maupun yang diusulkan, sering
kali tidak sinkron dengan perencanaan. Selain itu, aspirasi masyarakat yang disampaikan
melalui berbagai saluran seperti reses, demonstrasi, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini mengindikasikan adanya faktor
penghambat dalam penyampaian dan penyerapan aspirasi publik, serta lemahnya
mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap regulasi yang dihasilkan. Oleh karena itu,
rumusan masalah yang perlu ditetapkan adalah bagaimana DPRD Provinsi Sumatera
Selatan dapat meningkatkan kinerja legislatifnya dengan mengatasi faktor-faktor
penghambat tersebut, serta bagaimana model peningkatan kinerja yang sesuai dengan
prinsip NPM dapat diimplementasikan untuk mencapai efisiensi, akuntabilitas, dan
responsivitas yang lebih baik. Dari penjelasan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Bagaimana kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam penyampaian dan
penyerapan aspirasi publik?
b.  Bagaimana model kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan

penyampaian dan penyerapan aspirasi publik?

1.5 Tujuan Penelitian
Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

a.  Mengidentifikasi kinerja DPRD dalam pelaksanaan penyampaian dan penyerapan
aspirasi publik olenh DPRD Provinsi Sumatera Selatan?

b.  Menemukan model kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan

penyampaian dan penyerapan aspirasi publik?
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Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

Manfaat Teoritis

a. Untuk pengembangan pemahaman dalam ilmu administrasi publik,
khususnya teori teori kinerja dalam administrasi publik, terutama terkait
peningkatan efektivitas fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran dan
penerapan prinsip-prinsip New Public Management (NPM) dalam
meningkatkan kinerja lembaga legislatif daerah.

b.  Penelitian ini mnejelaskan penerapan NPM dalam sektor publik, khususnya
di DPRD Sumatera Selatan. Model yang dihasilkan akan menunjukkan
bagaimana prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur dapat
diterapkan dalam konteks legislasi daerah khususnya dalam hal penyampaian
dan penyerapan aspirasi publik.

c.  Penelitian ini berkontribusi pada teori partisipasi publik dalam administrasi
publik dengan menunjukkan bagaimana keterlibatan masyarakat yang lebih
luas dapat meningkatkan proses penyampaian dan penyerapan aspirasi
publik.

Manfaat Praktis

a.  Penelitian ini akan menghasilkan panduan praktis bagi DPRD Sumatera
Selatan untuk meningkatkan penyampaian dan penyerapan aspirasi publik

b.  Penelitian ini akan membantu DPRD mengimplementasikan mekanisme yang
lebih inklusif untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses
legislasi. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas DPRD kepada publik dan
memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Cc.  Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis mengenai penggunaan
teknologi, seperti sistem e-aspirasi, untuk meningkatkan efisiensi dalam

pengambilan keputusan dan responsivitas DPRD terhadap aspirasi publik.
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